BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
SERTA KERANGKA PENDANAAN



Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Keuangan Daerah yang digambarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dipergunakan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik melalui kebijakan belanja daerah untuk berbagai prioritas pembangunan daerah sesuai sumber daya pendanaan yang tersedia baik yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun  skema transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.


3.1 	Kinerja Keuangan Masa Lalu

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah derah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung), pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dan perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. 

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Garut sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019. 

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
3.1.1.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 157 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut, terdiri dari : 

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
1) Hasil Pajak Daerah.
Hasil pajak daerah pada APBD Kabupaten Garut terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan.

2) Hasil Retribusi Daerah
a. Retribusi Jasa Umum, meliputi : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, 	Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek,  dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.


3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Hasil Bagian Laba Usaha Daerah pada APBD Kabupaten Garut terdiri dari: Perusahaan daerah Air Minum (PDAM), PD.BPR, PD. BPR-LPK, dan PD. PK, termasuk Bagian Laba dari Bank Pembangunan Derah/ PT. Bank Jabar-Banten. 
4) Lain-lain PAD yang Sah.
Hasil Lain-lain PAD yang Sah pada APBD Kabupaten Garut terdiri dari: Penjualan Rumah Jabatan / rumah dinas, Penjualan hasil Pertanian, cicilan Kios Pasar, Jasa Giro Kas daerah, rekening deposito pada Bank, Tuntutan Ganti Rugi Daerah, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan BLUD. 

B. Dana Perimbangan, yaitu :
1. Dana Bagi Hasil Pajak;
Dana bagi hasil pajak terdiri dari : Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi, dana alokasi cukai.
2. Dana bagi hasil bukan pajak;
Dana bagi hasil bukan pajak terdiri dari : Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan, bagi hasil dari pertambangan minyak bumi, bagi hasil dari pertambangan gas bumi, bagi hasil dari pertambangan panas bumi, bagi hasil dari pertambangan umum, bagi hasil dari sumberdaya hutan.
3. Dana Alokasi Umum;
4. Dana Alokasi Khusus;

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas :
1. Pendapatan hibah dari pemerintah
2. Dana bagi hasil pajak propinsi terdiri dari; Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, Bagi hasil dari Bea balik nama kendaraan bermotor, Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Bagi hasil dari pajak pengembalian dan pemanfaatan air permukaan, bagi hasil retribusi propinsi, irwas, TPI, Kemeterologian, dan Bagi Hasil Pajak Rokok
3. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dari Pemerintah
4. Bantuan Keuangan dari Provinsi

Selama tahun 2009 -2013, secara umum kinerja pelaksanaan APBD khususnya mengenai Pendapatan Daerah, realisasinya mengalami peningkatan dari sebesar Rp.1.594.689.277.464,00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.2.741.529.009.462,00 pada tahun 2013, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 14,66%. Pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2011 yang mencapai sebesar 21,96% dari sebesar Rp.1.695.059.486.811,00 pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp.2.067.371.338.824,00 pada tahun 2011, sebagai dampak meningkatnya dana penyesuaian dari Pemerintah untuk Tunjangan Profesi dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD,  Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dan dana BOS. 
Tingkat realisasi pendapatan daerah selama tahun 2009-2013 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 101,45%.
Tabel 3. 1
Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Garut
Tahun 2009-2013
	Tahun
	Target Pendapatan (Rp)
	Realisasi Pendapatan (Rp)
	Tingkat Capaian (%)

	2009
	1.542.860.407.696
	1.594.689.277.464
	103,36

	2010
	1.665.875.885.147
	1.695.059.486.811
	101,75

	2011
	2.062.933.884.142
	2.067.371.338.824
	100,22

	2012
	2.256.652.275.788
	2.329.795.383.220
	103,24

	2013**
	2.777.458.207.457
	2.741.529.009.462
	98,71

	Rata-rata
	101,45


Sumber : DPPKA Kab. Garut

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2009-2013 didominasi oleh sumber dana perimbangan dengan proporsi rata-rata sebesar 72,78%, disusul  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan proporsi rata-rata sebesar 20,12%, sedangkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah secara-rata-rata baru mencapai 7,10%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh, karena tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pusat masih sangat tinggi.
Tabel 3. 2
Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Garut
Tahun 2009-2013
	No
	Uraian Pendapatan
	Kontribusi Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah (%)

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Rata-rata

	1
	Pendapatan Asli Daerah
	6,44
	6,43
	5,95
	7,91
	8,78
	7,10

	2
	Dana Perimbangan
	78,02
	75,70
	67,54
	73,44
	69,21
	72,78

	3
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
	15,54
	17,87
	26,51
	18,65
	22,01
	20,12


Sumber : DPPKA Kab. Garut
Secara lengkap perincian mengenai realisasi penerimaan pendapatan daerah selama tahun 2009-2013 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Garut
Tahun 2009 - 2013
	No
	URAIAN
	REALISASI
	Rata-rata Pertumbuhan (%)

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	

	I
	PENDAPATAN
	1.594.689.277.464
	1.695.059.486.811
	2.067.371.338.824
	2.329.795.383.220
	2.741.529.009.462
	14,66

	A
	Pendapatan Asli Daerah
	102.656.646.268
	108.908.049.871
	122.931.556.450
	184.269.764.772
	240.632.617.210
	24,86

	1
	Pajak Daerah
	9.437.458.548
	10.805.033.932
	24.457.259.912
	41.517.318.512
	40.898.936.516
	52,28

	2
	Retribusi Daerah
	83.603.048.746
	14.494.494.942
	15.290.954.951
	16.855.196.787
	18.890.056.311
	-13,72

	3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	2.069.548.244
	2.489.552.978
	3.043.068.437
	1.610.270.408
	3.842.000.913
	33,51

	4
	Lain-lain PAD  yang Sah
	7.546.590.730
	81.118.968.019
	80.140.273.150
	124.286.979.065
	177.001.653.470
	267,80

	B
	Dana Perimbangan
	1.244.233.221.426
	1.283.191.311.728
	1.396.358.911.358
	1.711.023.692.766
	1.897.530.861.271
	11,35

	1
	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
	130.154.604.426
	131.768.545.728
	141.356.094.358
	182.977.085.766
	153.964.824.271
	5,53

	2
	Dana Alokasi Umum
	1.012.043.617.000
	1.031.869.766.000
	1.140.671.417.000
	1.385.441.117.000
	1.563.833.157.000
	11,71

	3
	Dana Alokasi Khusus
	102.035.000.000
	119.553.000.000
	114.331.400.000
	142.605.490.000
	179.732.880.000
	15,89

	C
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	247.799.409.770
	302.960.125.212
	548.080.871.016
	434.501.925.682
	603.365.530.981
	30,33

	1
	Pendapatan Hibah
	
	4.100.000.000
	6.450.000.000
	
	2.000.000.000
	-21,34

	2
	Dana Darurat
	28.802.040.000
	
	
	
	
	

	3
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
	40.698.567.770
	41.734.565.572
	54.935.212.136
	58.803.430.677
	71.727.111.181
	15,80

	4
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	33.569.775.000
	150.343.653.600
	386.701.374.080
	266.801.526.000
	422.627.249.500
	133,12

	5
	Bantuan Keuangan dari Provinsi
	144.729.027.000
	106.781.906.040
	99.994.284.800
	108.896.969.005
	107.011.170.300
	-6,35


Sumber : DPPKA Kabupaten Garut 

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut :
· Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp.102.656.646.268,00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.240.632.617.210,00 pada tahun 2013, atau setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 24,89%. Pertumbuhan penerimaan PAD terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar 49,90%, yang diperoleh dari kontribusi pajak daerah sebesar 9,15%, kontribusi retribusi daerah sebesar 0,87%, dan kontribusi Lain-lain PAD yang sah sebesar 67,45%. 
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Gambar 3. 1   Perbandingan Pertumbuhan Realisasi PAD dengan Kontribusi Komponen Pembentuk PAD pada APBD Kabupaten Garut 
Tahun 2009-2013

Tingkat realisasi PAD selama tahun 2009-2013 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 104,59%.
Tabel 3. 4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Garut
Tahun 2009-2013
	Tahun
	Target PAD (Rp)
	Realisasi PAD (Rp)
	Tingkat Capaian (%)

	2009
	101.306.610.538
	102.656.646.268
	101,33

	2010
	106.290.841.118
	108.908.049.871
	102,46

	2011
	126.679.276.213
	122.931.556.450
	97,04

	2012
	155.560.809.456
	184.269.764.772
	118,46

	2013**
	232.113.331.304
	240.632.617.210
	103,67

	Rata-rata
	104,59


Sumber : DPPKA Kab. Garut

Meskipun penerimaan PAD selama tahun 2009-2013 setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif, namun apabila ditinjau dari kontribusinya terhadap total pendapatan daerah mengalami peningkatan dari sebesar 6,44% pada tahun 2009 menjadi 8,78% pada tahun 2013 dan secara rata-rata baru mencapai 7,10% serta masih dibawah rasio realisasi PAD terhadap pendapatan pada APBD kabupaten/kota di Jawa Barat yang mencapai rata-rata sebesar 12,81%. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan dapat menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Semakin besar angka rasio PAD terhadap pendapatan maka ketergantungan daerah semakin kecil. Kondisi yang ada menunjukan bahwa kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan kebutuhan pembangunan masih rendah, sehingga perlu terus dilakukan upaya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat maupun provinsi tidak terlalu besar. 
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Gambar 3. 2 	Perbandingan Rasio Realisasi PAD terhadap Pendapatan APBD Kabupaten Garut dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat
Tahun 2009-2013
Realisasi PAD terkait erat dengan PDRB sebagai gambaran kegiatan ekonomi masyarakat. Rasio PAD terhadap PDRB dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menggambarkan kinerja PAD dibandingkan PDRB. Jika pertumbuhan ekonomi daerah baik tentunya akan menjadi potensi terhadap penerimaan pajak daerah sebagai komponen pendapatan asli daerah. Selama tahun 2009-2013, rasio PAD terhadap PDRB adh berlaku mengalami peningkatan dari 0,46% pada tahun 2009 menjadi sebesar 0,69% pada tahun 2013 dan secara rata-rata mencapai 0,53%, yang memiliki makna bahwa rata-rata PAD yang diperoleh baru mencapai sekitar 0,53% dari PDRB. Meskipun pencapaiannya meningkat setiap tahunnya, namun masih dibawah rata-rata kab./kota di Jawa Barat sebesar 0,91% pada tahun 2012. 
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Gambar 3. 3 Perbandingan Rasio Realisasi PAD terhadap PDRB
Kabupaten Garut dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2009-2013
	
Rasio PAD terhadap penduduk (PAD per kapita) dapat dipergunakan sebagai pendekatan yang menggambarkan kontribusi setiap penduduk terhadap PAD. Selama tahun 2009-2013, rasio PAD per kapita mengalami peningkatan dari Rp.43.115 pada tahun 2009 menjadi Rp.95.282 pada tahun 2013 dan secara rata-rata mencapai Rp.61.607. Hal ini berarti secara rata-rata setiap penduduk Kabupaten Garut memberikan kontribusi sekitar Rp.95.282 terhadap PAD Tahun 2013, dan pencapaian tersebut masih  jauh dibawah capaian rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar Rp.202.515 pada tahun 2012. 
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Gambar 3. 4 Perbandingan Rasio PAD terhadap Penduduk
Kabupaten Garut dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2009-2013
· Dana Perimbangan mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp.1.244.233.221.426,00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.1.897.530.861.271,00 pada tahun 2013, atau setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,35%. Dana perimbangan merupakan sumber terbesar realisasi pendapatan daerah selama tahun 2009-2013, dengan kontribusi rata-rata sebesar 72,78%. Komponen penyumbang terbesar terhadap Dana Perimbangan selama periode tersebut diperoleh dari Dana Alokasi Umum dengan rata-rata sebesar 81,37%, disusul penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 9,93%, dan Dana Alokasi Khusus sebesar 8,70%. 
Selama tahun 2009-2013, Dana Alokasi Umum juga menjadi sumber penerimaan realisasi pendapatan daerah terbesar dengan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 59,20%. Pada periode tersebut kontribusi DAU terhadap Total Pendapatan mengalami kecenderungan penurunan dari sebesar 63,46% pada tahun 2009 menjadi sebesar 57,04% pada tahun 2013, namun masih dibawah rata-rata kabupaten/ kota di Jawa Barat yang telah mencapai 50,46% pada tahun 2012.
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Gambar 3. 5 Perbandingan Kontribusi DAU terhadap Pendapatan APBD
Kabupaten Garut dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat
Tahun 2009-2013

Selama tahun 2009-2013, Dana Alokasi Khusus memberikan kontribusi terhadap penerimaan realisasi pendapatan daerah dengan rata-rata per tahunnya sebesar 6,33%. Pada periode tersebut kontribusi DAK terhadap Total Pendapatan mengalami kecenderungan yang berfluktuasi antara sebesar 5,53% - 7,05%, dan berada diatas rata-rata kabupaten/ kota di Jawa Barat yang berkisar antara 3,98% hingga 5,04% dengan rata-rata per tahunnya sebesar 4,31% selama tahun 2009- 2012.
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Gambar 3. 6 Perbandingan Kontribusi DAK terhadap Pendapatan APBD
Kabupaten Garut dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat
Tahun 2009-2013

Selama tahun 2009-2013, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak  memberikan kontribusi terhadap penerimaan realisasi pendapatan daerah dengan rata-rata per tahunnya sebesar 7,25%. Pada periode tersebut kontribusi DBH terhadap Total Pendapatan mengalami kecenderungan yang berfluktuasi dan menurun antara sebesar 8,16% - 5,62%, dan berada dibawah rata-rata kabupaten/ kota di Jawa Barat sebesar 10,96% selama tahun 2009- 2012.
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Gambar 3. 7 Perbandingan Kontribusi DBH terhadap Pendapatan APBD
Kabupaten Garut dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat
Tahun 2009-2013

· Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2009-2013 mengalami peningkatan dari sebesar Rp.247.799.409.770,00 pada tahun 2009 menjadi Rp.603.365.530.981,00 pada tahun 2013, dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 30,33%. 
Ditinjau dari kontribusinya terhadap struktur realisasi pendapatan daerah selama tahun 2009-2013, memberikan kontribusi yang cukup besar berkisar antara 15,54% hingga 26,51%, dengan rata-rata kontribusi per tahunnya sebesar 20,12%, tergantung  besarnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus/Dana Insentif Daerah, Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diterima. Apabila dibandingkan dengan rata-rata kontribusi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap pendapatan daerah kabupaten/ kota di Jawa Barat, cenderung relatif sama berkisar antara 16,65% hingga 25,76% selama tahun 2009-2012, dengan rata-rata per tahunnya mencapai 20,42%.
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Gambar 3. 8 Perbandingan Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan APBD Kab. Garut dan Kab/ Kota di Jawa Barat
Tahun 2009-2013

Salah satu komponen dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah dana transfer bagi hasil pajak dari provinsi, dimana selama tahun 2009-2013 secara nominal terus mengalami peningkatan dari sebesar Rp.40,70 milyar pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 71,73 Milyar pada tahun 2013. Namun realisasi pencapaian dana transfer bagi hasil pajak dari provinsi tersebut masih dibawah rata-rata dana transfer bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima kabupaten/ kota di Jawa Barat yang mencapai antara Rp. 85,64 milyar hingga Rp. 128,71 milyar selama tahun 2009-2012.
[image: ]
Gambar 3. 9 Perbandingan Dana Transfer Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 
APBD Kab. Garut dan Kab/ Kota di Jawa Barat
Tahun 2009-2013

Beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi masalah yang timbul dalam realisasi Pendapatan Daerah selama tahun 2009-2013, antara lain:
a. Turunnya harga minyak dunia;
b. Pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung lambat, yang pada akhirnya berpengaruh pada investasi di daerah;
c. Deregulasi ketentuan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan kebijakan menutup peluang dilakukannya penambahan jenis pajak baru (close list);
d. Turunnya potensi pajak daerah, karena persaingan usaha seperti pada jenis pajak burung walet;
e. Perubahan kebijakan dalam perhitungan bagi hasil panas bumi.

Sementara itu, potensi dan tantangan perkembangan ke depan ditinjau dari perspektif regional, dan nasional yang dapat mempengaruhi tingkat realisasi pendapatan daerah, antara lain:
a. Stabilnya pertumbuhan ekonomi nasional;
b. Terjaminnya kondisi keamanan dan politik yang kondunsif;
c. Pertumbuhan investasi daerah.

3.1.1.2 Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja daerah
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/ daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas umum daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disyahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi dan pengesahan.
Belanja daerah terdiri dari :
1) Belanja Tidak Langsung
· Belanja Pegawai ( Bel Tidak Langsung )
· Belanja Bunga
· Belanja Hibah
· Belanja Bantuan Sosial
· Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa
· Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kab / Kota dan Pemerintahan Desa
· Belanja Tidak Terduga
2) Belanja Langsung
· Belanja Pegawai ( Bel Langsung )
· Belanja Barang dan Jasa
· Belanja Modal

Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan desa dan dana bagi hasil ke desa.
Surplus/ defisit adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
Konsekuensi pelaksanaan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran dititikberatkan pada fleksibilitas kebijakan pengeluaran daerah yang sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah sebagai wujud dan implementasi dari kebijakan dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaan pengeluaran Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui Belanja Daerah untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik diharapkan dapat menjadi komponen yang berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 
Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan gambaran umum upaya pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pada komponen Belanja Daerah dapat diperlihatkan seberapa besar porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.
Selama tahun 2009 -2013, secara umum kinerja pelaksanaan APBD khususnya mengenai Belanja Daerah, realisasinya mengalami peningkatan dari sebesar Rp.1.478.599.869.549,00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.2.934.073.591.407,00 pada tahun 2013, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 19,23%. Pertumbuhan realisasi Belanja Daerah tertinggi selama periode tersebut terjadi pada tahun 2013 yang mencapai sebesar 37,62% dari sebesar Rp.2.131.967.233.530,00 pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp.2.934.073.591.407,00 pada tahun 2013, sebagai dampak pelaksanaan kegiatan tahun 2012 yang diluncurkan dan dilaksanakan pada tahun 2013 terutama kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). 
Tingkat realisasi penyerapan belanja daerah selama tahun 2009-2013 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 93,68%.
Tabel 3. 5
Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Garut
Tahun 2009-2013
	Tahun
	Target Pendapatan (Rp)
	Realisasi Pendapatan (Rp)
	Tingkat Capaian (%)

	2009
	1.548.294.871.181
	1.478.599.869.549
	95,50

	2010
	1.770.388.523.301
	1.689.118.746.922
	95,41

	2011
	2.164.909.401.598
	2.011.183.908.760
	92,90

	2012
	2.383.997.157.970
	2.131.967.233.530
	89,43

	2013**
	3.082.495.644.933
	2.934.073.591.407
	95,19

	Rata-rata
	93,68


Sumber : DPPKA Kab. Garut

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi belanja daerah selama tahun 2009-2013 didominasi untuk pemenuhan belanja tidak langsung dengan proporsi rata-rata sebesar 68,73%, sementara untuk belanja langsung dengan proporsi rata-rata sebesar 31,27%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pengalokasian belanja daerah sebagian besar masih diarahkan untuk pemenuhan belanja aparatur khususnya untuk kebutuhan gaji dan tunjangan PNS, dimana komposisi terbesar PNSD di Kabupaten Garut merupakan guru dan tenaga kesehatan. Pemenuhan kebutuhan gaji guru dan tenaga kesehatan tersebut bersifat wajib dalam rangka menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah yang sifatnya wajib.

Tabel 3. 6
Kontribusi Komponen Realisasi Belanja APBD Kabupaten Garut
Tahun 2009-2013
	No
	Uraian Belanja
	Kontribusi Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah (%)

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Rata-rata

	1
	Belanja Tidak Langsung
	81,04
	73,06
	67,61
	66,04
	55,91
	68,73

	2
	Belanja Langsung
	18,96
	26,94
	32,39
	33,96
	44,09
	31,27


Sumber : DPPKA Kab. Garut

Secara lengkap perincian mengenai realisasi penerimaan belanja daerah selama tahun 2009-2013 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 7
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2009 – 2013
	No
	URAIAN
	REALISASI (Rp)
	Rata-rata Pertum buhan (%)

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	

	II
	Belanja Daerah
	1.478.599.869.549
	1.689.118.746.922
	2.011.183.908.760
	2.131.967.233.530
	2.934.073.591.407
	19,23

	A
	Belanja Tidak Langsung
	1.198.188.728.868
	1.234.007.517.667
	1.359.835.756.214
	1.408.047.577.900
	1.640.305.516.161
	8,31

	1
	Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung )
	892.234.780.195
	1.013.008.621.402
	1.150.091.894.918
	1.321.605.550.474
	1.515.276.256.027
	14,16

	2
	Belanja Bunga
	
	
	6.744.835
	
	
	-100,00

	3
	Belanja Hibah
	79.435.430.000
	16.994.670.000
	41.987.854.750
	
	52.652.915.629
	-10,51

	4
	Belanja Bantuan Sosial
	161.689.911.028
	124.072.147.819
	74.045.366.266
	11.370.834.520
	1.459.725.000
	-58,85

	5
	Belanja Bagi Hasil kepada Pemdes
	
	15.000.000
	26.688.320
	27.311.520
	30.620.480
	30,79

	6
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemdes.
	63.632.173.145
	76.653.154.167
	90.942.402.145
	68.994.728.038
	69.250.775.125
	3,84

	7
	Belanja Tidak Terduga
	1.196.434.500
	3.263.924.279
	2.734.804.980
	6.049.153.348
	1.635.223.900
	51,20

	B
	Belanja Langsung
	280.411.140.681
	455.111.229.255
	651.348.152.546
	723.919.655.630
	1.293.768.075.246
	48,82

	1
	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)
	42.448.298.145
	77.017.357.785
	122.055.675.973
	109.497.002.187
	157.047.376.457
	43,26

	2
	Belanja Barang dan Jasa
	162.498.168.854
	222.887.954.882
	348.691.259.246
	301.632.612.613
	444.352.270.148
	31,86

	3
	Belanja Modal
	75.464.673.682
	155.205.916.588
	180.601.217.327
	312.790.040.830
	692.368.428.641
	79,14


Sumber : DPPKA Kab. Garut

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Belanja Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dijelaskan sebagai berikut :
· Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp.1.198.188.728.868,00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.1.640.305.516.161,00 pada tahun 2013, atau setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,31%. Pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 16,50%, yang dipergunakan untuk realisasi Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung) sebesar 92,38%, Belanja Bantuan Sosial sebesar 5,98%,  Belanja Bantuan Keuangan untuk Pemerintahan desa sebesar 4,22%, Belanja Hibah sebesar 3,21%, dan sisanya untuk  Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan desa dan belanja bunga. 
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Gambar 3. 10 Perbandingan Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung  dengan Kontribusi Komponen Pembentuk Belanja Tidak Langsung pada APBD Kabupaten Garut Tahun 2009-2013

Tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung selama tahun 2009-2013 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 97,54%.

Tabel 3. 8
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Garut
Tahun 2009-2013
	Tahun
	Anggaran BTL (Rp)
	Realisasi BTL (Rp)
	Tingkat Capaian (%)

	2009
	1.250.160.489.390
	1.198.188.728.868
	95,84

	2010
	1.258.891.221.523
	1.234.007.517.667
	98,02

	2011
	1.380.151.939.081
	1.359.835.756.214
	98,53

	2012
	1.440.321.612.149
	1.408.047.577.900
	97,76

	2013**
	1.681.507.379.744
	1.640.305.516.161
	97,55

	Rata-rata
	97,54


Sumber : DPPKA Kab. Garut

Meskipun realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) selama tahun 2009-2013 setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif, namun apabila ditinjau dari kontribusinya terhadap total belanja daerah mengalami penurunan dari sebesar 81,04% pada tahun 2009 menjadi 55,91% pada tahun 2013 dan secara rata-rata mencapai 68,73%. 

Rasio Realisasi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah selama tahun 2009-2013 setiap tahunnya cenderung berfluktuatif berkisar antara 51,64% hingga 60,34%, dan secara rata-rata pertahunnya mencapai 58,23% atau masih lebih besar dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat yang berkisar antara 55,51% hingga sebesar 57,61% selama tahun 2009-2012. Selama periode tersebut, rasio belanja pegawai mengalami penurunan meskipun relatif kecil yang menunjukkan upaya rasionalisasi terhadap struktur belanja daerah.
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Gambar 3. 11 Perbandingan Rasio Belanja Pegawai terhadap Belanja 
APBD Kabupaten Garut dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat
Tahun 2009-2013


· Belanja Langsung mengalami peningkatan realisasi dari sebesar Rp.280.411.140.681,00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.1.293.768.075.246,00 pada tahun 2013, atau setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 48,82%, dengan kontribusi terhadap total Belanja Daerah secara-rata-rata sebesar 31,27%. Pertumbuhan realisasi Belanja Langsung terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 78,72%, yang dipergunakan untuk realisasi Belanja Modal sebesar 53,52%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 34,35% dan Belanja Pegawai (Bel. Langsung) sebesar 12,14%.
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Gambar 3. 12 Perbandingan Pertumbuhan Realisasi Belanja Langsung  dengan Kontribusi Komponen Pembentuk Belanja Langsung pada APBD Kabupaten Garut Tahun 2009-2013

Tingkat realisasi Belanja Langsung selama tahun 2009-2013 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD pada periode tersebut, secara rata-rata mencapai 87,02%.

Tabel 3. 9
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung APBD Kabupaten Garut
Tahun 2009-2013
	Tahun
	Anggaran BL (Rp)
	Realisasi BL (Rp)
	Tingkat Capaian (%)

	2009
	298.134.381.791
	280.411.140.681
	94,06

	2010
	511.497.301.778
	455.111.229.255
	88,98

	2011
	784.757.462.517
	651.348.152.546
	83,00

	2012
	943.675.545.821
	723.919.655.630
	76,71

	2013**
	1.400.988.265.189
	1.293.768.075.246
	92,35

	Rata-rata
	87,02


Sumber : DPPKA Kab. Garut

Realisasi Belanja Langsung (BL) selama tahun 2009-2013 setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif dan kontribusinya terhadap total belanja daerah cenderung terus meningkat dari sebesar 18,96% pada tahun 2009 menjadi 44,09% pada tahun 2013 dan secara rata-rata mencapai 31,27%. 
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Gambar 3. 13 Perbandingan Pertumbuhan Realisasi Belanja Langsung  dengan Kontribusi Belanja Langsung Thd Total Belanja
APBD Kabupaten Garut Tahun 2009-2013

Rasio Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah selama tahun 2009-2013 setiap tahunnya cenderung meningkat dari sebesar 5,10% pada tahun 2009 menjadi sebesar 23,60% pada tahun 2013 dan secara rata-rata pertahunnya mencapai 12,31%, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat yang berkisar antara 14,71% hingga 20,77% dengan rata-rata selama tahun 2009-2012 sebesar 16,66%. Realisasi Belanja Modal memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, dengan semakin tinggi rasio belanja modal terhadap total belanja daerah, merupakan indikasi positif terhadap upaya perbaikan kualitas struktur belanja daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
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Gambar 3. 14 Perbandingan Rasio Belanja Modal terhadap Belanja 
APBD Kabupaten Garut dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat
Tahun 2009-2013



3.1.1.3 Rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan daerah
Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan/pengeluaran pembayaran diakui pada saat diterima/ dikeluarkan pada/dari rekening kas umum daerah.  Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan).

Tabel 3. 10
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah 
APBD Kabupaten Garut Tahun 2009 -2013
	No
	Uraian
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013 
	Rata2 Pertumbuhan (%)

	III
	Pembiayaan
	5.031.737.239
	109.071.161.440
	102.025.517.455
	143.406.999.069
	306.117.531.345
	553,81

	A
	Penerimaan Pembiayaan Daerah
	7.632.213.771
	121.121.145.154
	116.476.353.086
	176.051.385.533
	333.029.342.282
	406,03

	1
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya
	7.632.213.771
	121.121.145.154
	116.476.353.086
	158.046.302.754
	333.029.342.282
	407,49

	2
	Pencairan Dana Cadangan
	
	
	
	17.071.150.000
	
	

	 3
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	
	
	
	933.932.779
	
	

	B
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	2.600.476.532
	12.049.983.714
	13.025.696.060
	32.811.146.464
	26.911.810.937
	126,35

	1
	Pembentukan Dana Cadangan
	
	
	2.000.000.000
	15.011.146.464
	
	275,28

	2
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
	2.500.000.000
	11.800.000.000
	10.950.000.000
	7.800.000.000
	10.500.000.000
	92,66

	3
	Pembayaran Pokok Utang
	100.476.532
	249.983.714
	75.696.060
	10.000.000.000
	16.411.810.937
	3313,48

	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)
	121.121.145.154
	115.011.901.329
	158.212.947.519
	341.235.148.759
	113.572.949.400
	20,37


Sumber : DPPKA Kab. Garut 

Selama tahun 2009-2013, realisasi pembiayaan daerah cenderung meningkat setiap tahunnya dari sebesar Rp. 5.031.737.239, 00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 306.117.531.345,00 pada tahun 2013, atau secara rata-rata meningkat 553,81%. Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (Silpa) selama periode tersebut secara rata-rata tumbuh sebesar 20,37%. Kondisi tersebut disebabkan diantaranya berasal dari adanya pelampuan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

3.1.2 Neraca Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah terkait aset, kewajiban dan ekuitas dana. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Gambaran umum pertumbuhan neraca daerah pada periode tahun 2009-2013 sebagai berikut:
· Jumlah Aset Daerah meningkat dari sebesar Rp.1.610.165.822.946,00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.3.556.617.372.456,00 pada tahun 2013, atau secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 22,30%.  Aset lancar mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18,05% yang menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Kabupaten Garut berada pada kondisi sehat;  Sementara itu untuk Investasi Jangka Panjang secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 4,66%; Aset Tetap sebesar 217,10%; serta Aset Lainnya sebesar 432,81%. 
· Jumlah kewajiban mengalami peningkatan dari Rp.3.817.979.257,00 pada tahun 2009 menjadi Rp.31.222.389.859,00 pada tahun 2013, atau secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 137,52%. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka panjang yang mengalami penurunan dengan rata-rata 10,73% serta kewajiban jangka pendek yang mengalami peningkatan secara rata-rata sebesar 206%.
· Kondisi ekuitas dana mengalami peningkatan dari sebesar Rp.1.606.389.680.399,00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.3.489.640.373.746,00 pada tahun 2013, atau secara rata-rata tumbuh sebesar 21,83%.
· Kondisi kewajiban dan ekuitas dana mengalami peningkatan dari sebesar Rp.1.610.207.659.655,00 pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.3.520.862.763.605,00 pada tahun 2013, atau secara rata-rata meningkat 21,96%. Tingginya pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Dana ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup tinggi secara tepat waktu.

Perkembangan neraca daerah dan analisis rasio di Kabupaten Garut Tahun 2009-2013 beserta prosentase rata-rata pertumbuhannya disajikan dalam tabel di bawah ini:
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3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada :
· Pendapatan Asli Daerah 
1. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.

· Dana Perimbangan
1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
2) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah

· Arah Pengelolaan Belanja Daerah
Kebijakan Belanja 
1) Meningkatkan porsi belanja publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat;
2) Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan belanja.
Kebijakan Pembiayaan 
1) Pada posisi penerimaan daerah, ditempuh kebijakan melalui upaya pinjaman daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang);
2) Pada posisi pengeluaran daerah, ditempuh kebijakan peningkatan transfer ke dana cadangan dan peningkatan efisiensi penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran 

Dalam bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 3 (tiga) tahun terakhir.


Tabel 3. 12
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2011 s/d Tahun 2013
	No
	Uraian
	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)
	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)
	Rasio Belanja aparatur terhadap Total Pengeluaran (%)

	1
	Tahun anggaran 2011
	1.150.091.894.918
	2.024.209.495.910
	56,82

	2
	Tahun anggaran 2012
	1.321.605.550.474
	2.164.778.379.994
	61,05

	3
	Tahun anggaran 2013
	1.515.276.256.027
	2.960.985.402.344
	51,17


Sumber : DPPKA Kab. Garut 

Belanja Pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2011-2013 khususnya terkait kebutuhan belanja pegawai (tidak langsung) mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp. 1.150.091.894.918,00 pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 1.515.276.256.027,00 pada tahun 2013, dengan rasio terhadap Total Pengeluaran APBD berkisar antara 51,17% hingga 61,05%, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan PNSD, Tambahan Penghasilan PNSD, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH / WKDH, serta Belanja Pemungutan Pajak Daerah.

Tabel 3. 13
Defisit Riil Anggaran Tahun 2011 s/d Tahun 2013
Kabupaten Garut
	NO
	Uraian
	2011
	2012
	2013

	
	
	(Rp)
	(Rp)
	(Rp)

	1.
	Realisasi Pendapatan Daerah
	2.067.371.338.824
	2.329.795.383.220
	2.741.529.009.462

	
	Dikurangi realisasi:
	
	
	

	2.
	Belanja Daerah
	2.011.183.908.760
	2.131.967.233.530
	2.934.073.591.407

	3.
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	13.025.696.060
	32.811.146.464
	26.911.810.937

	A
	Defisit riil
	43.161.734.004
	165.017.003.226
	-219.456.392.882

	
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:
	
	
	

	4.
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
	115.051.213.515
	158.213.062.754
	333.029.342.282

	5.
	Pencairan Dana Cadangan
	
	17.071.150.000
	0

	6.
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan
	
	933.932.779
	

	B
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
	115.051.213.515
	176.218.145.533
	333.029.342.282

	A+B
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
	158.212.947.519
	341.235.148.759
	113.572.949.400


Sumber : DPPKA Kab. Garut 

Tabel 3. 14
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun 2011 s/d Tahun 2013

	No.
	Uraian
	2011
	2012
	2013

	
	
	Rp
	% dari SiLPA
	Rp
	% dari SiLPA
	Rp
	% dari SiLPA

	1.
	Jumlah SiLPA
	158.212.947.519
	 
	341.235.148.759
	
	113.572.949.400
	

	2.
	Pelampauan penerimaan PAD
	 
	 
	28.708.955.316
	8,41
	8.519.285.906
	7,50

	3.
	Pelampauan penerimaan dana perimbangan
	14.304.345.398 
	9,04 
	     41.060.055.469 
	12,03
	 
	

	4.
	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
	 
	 
	17.383.780.600
	5,09
	 
	

	5.
	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Kegiatan lanjutan
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Sumber : DPPKA Kab. Garut 

3.3 Kerangka Pendanaan
3.3.1 Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama
Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat tergambar pada realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti pada digambarkan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3. 15
Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 
Kabupaten Garut (Milyar Rupiah)
	No
	Uraian
	2011
	2012
	2013
	2014**
	Rata-rata Pertum buhan
(%)

	A
	Belanja Tidak Langsung
	1.450,25
	1.327,92
	1.592,88
	1.761,67
	7,37

	1
	Belanja Pegawai
	927,88
	986,08
	1.046,72
	1.244,67
	10,44

	2
	Belanja Bunga
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	3
	Bantuan Keuangan
	90,94
	68,99
	69,25
	74,60
	-5,34

	4
	Dana Daerah Otonomi Baru
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	 

	5
	Dana Penyesuaian
	386,70
	266,80
	422,63
	418,31
	8,79

	6
	Hibah
	41,99
	0,00
	52,65
	8,59
	 

	7
	Belanja Tidak Terduga
	2,73
	6,05
	1,64
	10,50
	196,78

	B
	Belanja Langsung
	441,32
	487,89
	604,94
	664,46
	14,79

	1
	Belanja Administrasi Perkantoran
	124,75
	86,00
	116,58
	119,03
	2,20

	2
	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis (TKK)
	16,88
	15,79
	16,08
	16,70
	-0,25

	3
	Dana Alokasi Khusus
	114,33
	142,61
	179,73
	146,58
	10,77

	4
	Pendamping DAK
	11,43
	14,26
	17,97
	13,49
	8,61

	5
	Manajemen DAK
	3,17
	3,95
	4,98
	4,06
	10,77

	6
	Belanja Bantuan Provinsi
	99,99
	108,90
	107,01
	118,78
	6,06

	7
	Belanja DBHCHT
	6,97
	10,40
	8,10
	17,00
	45,70

	8
	Belanja Pajak Rokok
	0,00
	0,00
	0,00
	59,69
	 

	9
	Pelayanan Kesehatan (RSUD)
	63,79
	88,13
	137,48
	106,00
	23,75

	10
	Jaminan Kesehatan Daerah
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	11
	Jaminan Kesehatan Nasional
	0,00
	2,72
	3,17
	63,11
	 

	 12
	Jaminan Persalinan
	0,00
	15,14
	13,83
	0,00
	 

	C
	Pembiayaan Pengeluaran
	13,03
	32,81
	26,91
	21,30
	37,69

	1
	Pembayaran Pokok Hutang
	0,08
	10,00
	16,41
	4,70
	 

	2
	Dana Cadangan Pilkada
	2,00
	15,01
	0,00
	5,00
	 

	3
	Penyertaan Modal
	10,95
	7,80
	10,50
	11,60
	5,44

	 
	TOTAL (A+B+C) 
	1.904,59
	1.848,63
	2.224,74
	2.447,42
	9,14


Sumber : DPPKA Kab. Garut, **) merupakan Anggaran APBD Murni 


3.3.2 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2014 – 2019
A. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini  sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah yang diproyeksikan dapat meningkat sebesar 7% setiap tahunnya melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, meliputi :
(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
a. 	Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
b. 	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
c. 	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
d. 	Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
e. 	Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;
f.	Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan;


(2) Dana Perimbangan :
a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);

(3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah  
Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Tabel 3. 16
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2019
	No
	Uraian
	Data      Tahun 2014       (Milyar Rp)
	Tingkat Pertum buhan (%)
	Proyeksi (Milyar Rp)

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	PENDAPATAN
	2.927,34
	7,00
	3.132,25
	3.351,51
	3.586,12
	3.837,14
	4.105,74

	1.1
	Pendapatan Asli Daerah
	255,10
	7,00
	272,96
	292,07
	312,51
	334,39
	357,79

	1.1.1
	Hasil Pajak Daerah
	51,92
	7,00
	55,56
	59,45
	63,61
	68,06
	72,82

	1.1.2
	Hasil Retribusi Daerah
	16,07
	10,55
	17,77
	18,40
	19,69
	21,07
	22,54

	1.1.3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	3,56
	-9,01
	3,24
	4,08
	4,36
	4,67
	4,99

	1.1.4
	Lain-Lain PAD Yang Sah
	183,55
	7,00
	196,39
	210,14
	224,85
	240,59
	257,43

	1.2
	Dana Perimbangan
	2.060,01
	7,00
	2.204,21
	2.358,50
	2.523,60
	2.700,25
	2.889,27

	1.2.1
	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
	210,97
	7,00
	225,74
	241,54
	258,45
	276,54
	295,89

	1.2.2
	Dana Alokasi Umum
	1.702,45
	7,00
	1.821,62
	1.949,14
	2.085,58
	2.231,57
	2.387,78

	1.2.3
	Dana Alokasi Khusus
	146,58
	7,00
	156,85
	167,82
	179,57
	192,14
	205,59

	1.3
	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
	612,23
	7,00
	655,09
	700,94
	750,01
	802,51
	858,68

	1.3.1
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
	3,00
	7,00
	3,21
	3,43
	3,68
	3,93
	4,21

	1.3.2
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 
	72,14
	7,00
	77,19
	82,59
	88,38
	94,56
	101,18

	1.3.3
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :
	418,31
	7,00
	447,59
	478,92
	512,44
	548,31
	586,70

	1.3.4
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
	118,78
	7,00
	127,10
	135,99
	145,51
	155,70
	166,60


Sumber : DPPKA Kab. Garut

B. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah
Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah :
1. Memenuhi pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun;
2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
3. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;
5. Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
6. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan (anggaran pendidikan lebih dari 20 persen), serta pendampingan program-program pemerintah pusat;
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten;
8. Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Tabel 3. 17
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014-2019
	No
	Uraian
	Data      Tahun 2014       (Milyar Rp)
	Tingkat Pertum buhan (%)
	Proyeksi (Milyar Rp)

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	A. 
	Belanja Tidak Langsung
	1.884,25
	7,84%
	2.032,00
	2.197,98
	2.358,35
	2.526,36
	2.706,75

	1
	Belanja Pegawai
	1.782,15
	8,75%
	1.938,02
	2.107,75
	2.277,68
	2.445,21
	2.625,08

	2
	Belanja Bunga
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Belanja Subsidi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Belanja Hibah
	8,59
	-70,00%
	2,58
	0,77
	0,85
	0,94
	1,03

	5
	Belanja Bantuan Sosial
	3,38
	7,00%
	3,62
	3,87
	4,14
	4,43
	4,74

	6
	Belanja Bagi Hasil
	0,03
	7,00%
	0,03
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	7
	Belanja Bantuan Keuangan
	74,60
	0,00%
	74,60
	74,60
	74,60
	74,60
	74,60

	8
	Belanja Tidak Terduga
	10,50
	-70,00%
	3,15
	0,95
	1,04
	1,14
	1,26

	 
	Dana Daerah Otonomi Baru
	5,00
	100,00%
	10,00
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00

	B. 
	Belanja Langsung
	1.115,35
	7,00%
	1.193,43
	1.276,97
	1.366,35
	1.462,00
	1.564,34

	1
	Belanja Pegawai
	150,90
	10,72%
	167,08
	178,78
	191,29
	204,68
	219,01

	2
	Belanja Barang dan Jasa
	564,83
	7,76%
	608,65
	651,25
	696,84
	745,62
	797,81

	3
	Belanja Modal
	399,62
	4,52%
	417,70
	446,94
	478,22
	511,70
	547,52

	 
	Total Belanja
	2.999,60
	7,53%
	3.225,42
	3.474,94
	3.724,70
	3.988,36
	4.271,09


Sumber : DPPKA Kab. Garut




C. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Arah Kebijakan Pengeloaan pembiaayan daerah meliputi : 
1)	Pada posisi penerimaan daerah, ditempuh kebijakan melalui upaya pinjaman daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang);
2)	Pada posisi pengeluaran daerah, ditempuh kebijakan peningkatan transfer ke dana cadangan dan peningkatan efisiensi penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah.
Tabel 3. 18
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2019
	No
	Uraian
	Data      Tahun 2014       (Milyar Rp)
	Tingkat Pertum buhan (%)
	Proyeksi (Milyar Rp)

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	PEMBIAYAAN
	72,27
	
	93,17
	123,43
	138,59
	126,22
	165,35

	A
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
	93,57
	23,21%
	115,28
	145,67
	160,95
	148,61
	187,86

	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya
	93,57
	23,21%
	115,28
	145,67
	160,95
	148,61
	187,86

	B
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
	21,30
	3,81%
	22,11
	22,24
	22,36
	22,39
	22,52

	
	Pembentukan Dana Cadangan
	5,00
	0,00%
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
	11,60
	7,00%
	12,41
	12,54
	12,66
	12,79
	12,92

	
	Pembayaran Pokok Utang
	4,70
	0,00%
	4,70
	4,70
	4,70
	4,60
	4,60


Sumber : DPPKA Kab. Garut

Kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah untuk mengalokasikan Dana program Pembangunan pada tahun 2014-2019 seperti tercantum di dalam tabel berikut :
Tabel 3. 19
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
	Uraian 
	[bookmark: _GoBack]Proyeksi (Milyar Rupiah)

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	KAPASITAS RIIL
	 
	 
	 
	 
	 

	- Pendapatan
	3.132,25
	3.351,51
	3.586,12
	3.837,14
	4.105,74

	- Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL PENERIMAAN
	3.132,25
	3.351,51
	3.586,12
	3.837,14
	4.105,74

	dikurangi
	 
	 
	 
	 
	 

	Belanja Pengeluaran Wajib & Mengikat
	 
	 
	 
	 
	 

	Belanja Pegawai
	1.362,91
	1.492,38
	1.619,24
	1.740,68
	1.871,23

	Penyertaan Modal
	12,41
	12,54
	12,66
	12,79
	12,92

	Belanja Bunga
	 
	 
	 
	 
	 

	Pembayaran Pokok Hutang
	4,70
	4,70
	4,70
	4,60
	4,60

	Dana Cadangan Pilkada
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	Bantuan Keuangan
	74,60
	74,60
	74,60
	74,60
	74,60

	Belanja Administrasi Perkantoran
	120,22
	121,42
	122,63
	123,86
	125,10

	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis (TKK)
	10,02
	5,01
	2,51
	1,25
	0,63

	Dana Daerah Otonomi Baru
	10,00
	10,00
	 
	 
	 

	Dana Alokasi Khusus
	156,85
	167,82
	179,57
	192,14
	205,59

	Pendamping DAK
	14,44
	15,45
	16,53
	17,69
	18,93

	Manajemen DAK
	4,35
	4,65
	4,98
	5,33
	5,70

	Belanja Bantuan Provinsi
	127,10
	135,99
	145,51
	155,70
	166,60

	Belanja DBHCHT
	18,19
	19,46
	20,83
	22,28
	23,84

	Belanja Pajak Rokok
	63,87
	68,34
	73,13
	78,24
	83,72

	Dana Penyesuaian
	447,59
	478,92
	512,44
	548,31
	586,70

	Pelayanan Kesehatan (RSUD)
	113,42
	121,36
	129,85
	138,94
	148,67

	Jaminan Kesehatan Daerah
	3,32
	3,56
	3,80
	4,07
	4,36

	Jaminan Kesehatan Nasional
	64,20
	68,69
	73,50
	78,65
	84,15

	Hibah
	2,58
	0,77
	0,85
	0,94
	1,03

	Belanja Tidak Terduga
	3,15
	0,95
	1,04
	1,14
	1,26

	JUMLAH PENGELUARAN MENGIKAT
	2.618,91
	2.811,63
	3.003,39
	3.206,23
	3.424,62

	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
	513,34
	539,88
	582,73
	630,92
	681,12

	Peningkatan (%)
	7,00
	5,17
	7,94
	8,27
	7,96


Sumber : DPPKA Kab. Garut


3.3.3.	Penghitungan Kerangka Pendanaan
Dari perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan untuk mendanai pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada tabel 3.19, menunjukkan bahwa proyeksi pertumbuhan kapasitas riil kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Garut setiap tahunnya adalah berkisar antara 5,17% hingga 8,27%, sehingga dengan asumsi peningkatan tersebut, maka pendanaan Pembangunan daerah 5 tahun Kedepan yaitu tahun 2014-2019 hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD yang bersumber dari Dana Pendapan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah yaitu:

1. Proyeksi tahun 2015 sebesar Rp. 513,34 Milyar	
2. Proyeksi tahun 2016 sebesar Rp. 539,88 Milyar	
3. Proyeksi tahun 2017 sebesar Rp. 582,73 Milyar	
4. Proyeksi tahun 2018 sebesar Rp. 630,92Milyar	
5. Proyeksi tahun 2019 sebesar Rp. 681,12 Milyar	

Tabel 3.20
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019

	No.
	Uraian
	Proyeksi (Milyar Rupiah)

	
	
	Tahun 2015
	Tahun 2016
	Tahun 2017
	Tahun 2018
	Tahun 2019

	1.
	Pendapatan 
	3.132,25
	3.351,51
	3.586,12
	3.837,14
	4.105,74

	2.
	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)
	
	
	
	
	

	3.
	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 
	
	
	
	
	

	
	Total penerimaan 
	3.132,25
	3.351,51
	3.586,12
	3.837,14
	4.105,74

	
	Dikurangi:
	
	
	
	
	

	4.
	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 
	2.618,91
	2.811,63
	3.003,39
	3.206,23
	3.424,62

	
	Kapasitas riil kemampuan keuangan
	513,34
	539,88
	582,73
	630,92
	681,12


Sumber : DPPKA Kab. Garut

Tabel 3.21
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2015 s/d Tahun 2019
	
No
	Uraian
	Proyeksi (Milyar Rupiah)

	
	
	Tahun 2015
	Tahun 2016
	Tahun 2017
	Tahun 2018
	Tahun 2019

	I
	Kapasitas riil kemampuan keuangan 
	513,34
	539,88
	582,73
	630,92
	681,12

	II
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I (Prioritas Kabupaten, program unggulan (dedicated) Kepala daerah)
	453,13
	457,59
	473,88
	475,94
	474,98

	III
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II (Prioritas SKPD)
	56,80
	59,74
	64,48
	69,82
	75,37

	IV
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III (Belanja Tidak Langsung Bantuan Sosial, Bagi Hasil Kepada Pemdes)
	3,40
	3,58
	3,87
	4,19
	4,52

	
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III-IV)*
	0
	0
	0
	0
	0


Sumber : DPPKA Kab. Garut 

Jumlah Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang ada tersebut merupakan modal Pemerintah Daerah dalam membiayai :
a. Rencana Alokasi Prioritas I, Yakni berkaitan dengan Tema atau Program Unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagai mana diamanatkan didalam RPJMD, dan amanat kebijakan Nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah seperti prioritas bidang pendidikan 20% dan Kesehatan 10% serta penanggulangan Kemiskinan. Selain itu program prioritas I ini berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi – misi Daerah serta diprioritaskan pada belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Rencana Alokasi Prioritas II, Yakni berkaitan dengan program unggulan ditingkat SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing Segmentasi Masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan.
c. Rencana alokasi prioritas III, Yakni dialokasikan untuk belanja-belanja tidak langsung seperti belanja bantuan sosial Organisasi Kemasyarakatan, serta belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa. Pengalokasian pada prioritas III mendahulukan pemenuhan Dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.
Kerangka pendanaan guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, disamping dari jumlah kapasitas rill kemampuan keuangan daerah yang ada,  juga mendapat dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat terutama terkait pemenuhan Program Janji Gubernur Jawa Barat, Prioritas Tematik Sektoral maupun Tematik Wilayah Provinsi Jawa Barat serta Prioritas Pembangunan Nasional.
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